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P U T U S A N

Nomor XXX.KC

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IYAH KUTACANE 

Memeriksa dan mengadili  perkara perdata agama pada tingkat pertama

telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXX,  tempat  lahir  XXX,  20  Februari  2002  (umur  21  tahun),  agama  Islam,

pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat

tinggal  di  Desa XXX, XXX, Kabupaten Aceh Tenggara,  Aceh

Nomor HP xxx Email xx@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

XXX,  tempat  lahir  XXX,  24  April  1995  (umur  28  tahun),  agama  Islam,

pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di

Lapas Kelas II  B Kute Kutacane,  Kec.  XXX, Kota Kutacane,

Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal

01 Februari  2024 yang telah terdaftar  di  Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah

Kutacane dengan register perkara Nomor  XXX.KC, mengemukakan dalil-dalil

sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018, Penggugat dan

Tergugat  telah  melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai

Pencatat  Nikah  pada  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  XXX,

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal

17 Oktober 2018;  
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2. Bahwa  sebelum  menikah,  status  Penggugat  sebagai  perawan

sedangkan Tergugat sebagai jejaka;  

3. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut,  Penggugat  dan  Tergugat

bertempat tinggal  dirumah orang tua Tergugat di  Desa XXX, Kecamatan

XXX,  Kabupaten  Aceh  Tenggara  lebih  kurang  selama  2  (dua)  Tahun,

kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa XXX, Kecamatan

XXX,  Kabupaten  Aceh  Tenggara  lebih  kurang  1  (satu)  Tahun  sebagai

tempat kediaman bersama terakhir;  

4. Bahwa  selama  pernikahan  tersebut,  Penggugat  dan  Tergugat

telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai

anak;  

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, namun kurang lebih

sejak  bulan  Juli  2022  rumah tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  mulai

tidak harmonis disebabkan :

5.1 Bahwa  pada  tanggal  5  Januari  2023  Tergugat  divonis

penjara selama 6 (enam) tahun dan 5 (bulan) bulan oleh Pengadilan

Negeri Kutacane karena melakukan tindak pidana  Pembunuhan dan

Pencurian dengan Kekerasan ;

5.2 Bahwa dengan keadaan Tergugat  berada  dalam penjara

maka  hubungan  Penggugat  dan  Tergugat  menjadi  tidak  harmonis

karena Tergugat tidak bisa bekerja dan memberikan nafkah, selain itu

psikologis  Penggugat  menjadi  terganggu  dimana  Penggugat  merasa

tidak tenang; 

5.3 Bahwa dengan keadaan Tergugat di dalam penjara maka

sulit  bagi  Penggugat  untuk  dapat  membina  keluarga  yang  bahagia

bersama Tergugat;  

6. Bahwa  selama  ini  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah

diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;  
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7. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun

dan  harmonis  lagi  dan  tidak  dapat  dirukunkan  lagi  sehingga  tujuan

perkawinan  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang-undang  Nomor  1

tahun  1974   tentang  perkawinan  tidak  akan  terwujud  oleh  karena  itu

Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai;  

8. Bahwa oleh karena Tergugat telah divonis penjara selama selama

7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, maka Penggugat menilai telah cukup

alasan  bagi  Penggugat  untuk  mengajukan  perceraian  sebagaiamana

termuat  dalam Pasal  9  huruf  (c)  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan;  

9. Bahwa  Penggugat  bersedia  membayar  biaya  perkara  sesuai

dengan ketentuan hokum yang berlaku;  

Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  tersebut  di  atas,  Penggugat  mohon

kepada  Ketua  Mahkamah  Syar'iyah  Kutacane  cq.  Hakim  Hakim  untuk

memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  dan  selanjutnya  dapat  memutuskan

sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (XXX)  terhadap

Penggugat (XXX);  

3. Membebankan  biaya  perkara  menurut  ketentuan  hukum  yang

berlaku;  

            Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono); 

Bahwa  Penggugat  telah  datang  menghadap  sendiri  di  persidangan,

sedangkan Tergugat telah tidak pernah datang menghadap di persidangan dan

tidak  pula  menyuruh  orang  lain  sebagai  wakil  atau  kuasanya  yang  sah,

meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil

secara  resmi  dan  patut,  dan  tidak  ternyata  bahwa  ketidakhadiran  Tergugat

disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor xx.KC

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis  Hakim telah  berupaya  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat  dengan cara  menasehati  Penggugat  agar  mempertahankan rumah

tangganya dengan Tergugat, dan memberikan pandangan tentang akibat buruk

dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah

hadir di persidangan;

Bahwa  pemeriksaan  perkara  ini  dimulai  dengan  dibacakan  surat

gugatan Penggugat dengan register nomor XXX.KC tanggal 5 Februari 2024,

dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bu

kti Surat 

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Penggugat  yang

dikeluarkan  di  Kabupaten  Aceh  Tenggara,  bermeterai  cukup  dan  di-

nazagelen, setelah dicocokan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  XXX  Tanggal  17  Oktober

2018 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan

oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  KUA XXX  Kabupaten  Aceh  Tenggara

Provinsi  Aceh,  bermeterai  cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokan

ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);

3. Asli Surat Keterangan Rekomendasi  atas nama Penggugat yang

dikeluarkan oleh Penghulu Kute XXX, XXX, Kabupaten Aceh Tenggara,

bermeterai cukup dan di-nazegeling kemudian diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi  Petikan Putusan Nomor  XXX Tanggal  5  Januari  2023

atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kutacane,

bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokan ternyata sesuai

dengan aslinya (P.4);
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Bahwa  Penggugat  telah  mencukupkan  pembuktiannya  dan

menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta

mohon putusan;

Bahwa  untuk  meringkas  isi  putusan  ini,  maka  segala  sesuatu  yang

tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan kesatuan yang tak

terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa perkara ini  merupakan perkara perceraian yang

perkawinannya  dicatatkan  di  Kantor  Urusan  Agama,  berdasarkan  ketentuan

Pasal  49  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  7  tahun  1989  tentang  Peradilan

Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang

Nomor  50  Tahun  2009,  maka  secara  absolute  competentie Mahkamah

Syar'iyah berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  relass  panggilan  Penggugat,

Penggugat berdomisili di Desa Tualang Lama, Kecamatan Deleng Pokhkisen,

Kabupaten Aceh Tenggara,  yang merupakan yurisdiksi  Mahkamah Syar'iyah

Kutacane,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  73  ayat  (1)  Undang-undang

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah

untuk  kedua  kalinya  dengan  Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka

secara  relative  competentie perkara  ini  merupakan  kewenangan  Mahkamah

Syar'iyah Kutacane;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  sama-sama

dipanggil  untuk  hadir  menghadap  di  persidangan  sebagaimana  dikehendaki

Pasal 146 R.Bg.  jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan

terhadap  panggilan  tersebut  Penggugat  telah  hadir  secara  in  person di

persidangan,  sedangkan Tergugat  tidak pernah hadir  dan tidak pula diwakili

oleh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata

ketidakhadirannya  itu  tidak  disebabkan  sesuatu  halangan  yang  sah.  Atas

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor xx.KC
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keadaan  tersebut  maka  Tergugat  harus  dinyatakan  tidak  hadir,  dan

pemeriksaan  gugatan  Penggugat  dilanjutkan  dan  perkara  ini  dapat  diputus

tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 ayat

(1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagaimana dikehendaki ketentuan

Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama,  telah  berupaya  mendamaikan  Penggugat  dan  Tergugat  dengan

menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak

berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan,  maka upaya mediasi  sebagaimana dikehendaki  oleh Peraturan

Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di

Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  pokok  masalah  dalam  perkara  ini  adalah

Penggugat menggugat cerai  Tergugat dengan dalil  bahwa Tergugat dipidana

hukum  penjara  selama  6  (enam)  tahun  dan  5  (bulan)  bulan,  sehingga

menyebabkan  Penggugat  dan  Tergugat  menjadi  tidak  harmonis  karena

Tergugat  tidak  bisa  bekerja  dan  memberikan  nafkah,  selain  itu  psikologis

Penggugat menjadi terganggu dimana Penggugat merasa tidak tenang;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah diupayakan untuk damai dengan

Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan

pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  tidak  hadir  di  persidangan  sehingga

Majelis  Hakim  tidak  dapat  mengetahui  jawabannya  atas  dalil  gugatan

Penggugat tersebut. Dengan demikian maka secara yuridis formil dalil gugatan

Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar;

Analisis Pembuktian

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor xx.KC
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Menimbang,  bahwa  meskipun  perkara  ini  diperiksa  tanpa  adanya

jawaban dari  Tergugat,  namun karena perkara ini  adalah perkara perceraian

maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat,

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa Penggugat  telah mengajukan bukti  P.1,  P.2,  P.3

dan P.4 fotokopi sah dari suatu akta autentik, cocok dengan aslinya, khusus

dibuat sebagai alat bukti,  telah diberi  meterai cukup dan telah di-nazagelen,

maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan 3 Undang-undang

Nomor  10 Tahun  2020  tentang  Bea  Meterai,  harus  dinyatakan  alat  bukti

tersebut  telah  memenuhi  persyaratan formil  dan dapat  diterima,  dan secara

materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan

yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 merupakan akta otentik yang

berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat secara

administrasi  kependudukan  tercatat  sebagai  penduduk  Kabupaten  Aceh

Tenggara;

Menimbang, bahwa alat bukti  kode P.2 merupakan akta otentik yang

berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan

Tergugat  telah  dan  masih  terikat  dalam  perkawinan  sah,  dan  telah  sesuai

dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti  kode P.3 merupakan akta otentik yang

berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Kepala Desa

Penggugat  telah  memberi  rekomendasi  kepada  Penggugat  untuk

menyelesaikan  permasalahan  rumahtangga  Penggugat  dan  Tergugat  di

Mahkamah Syar’iyah Kutacane;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat  bukti  kode P.4 merupakan akta

otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa

Tergugat  (XXX) telah dijatuhi  pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 5

(lima) bulan;
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Fakta Hukum

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  analisis  bukti-bukti  Penggugat

ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

2. Bahwa,  Tergugat  telah  dijatuhi  pidana  penjara  selama  6  (enam)

tahun dan 5 (lima) bulan;

3. Bahwa,  telah  dilakukan  upaya  damai  untuk  merukunkan  kembali

Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum demi Petimum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum 

tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum nomor 1 (Mengabulkan gugatan Penggugat)

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) ini berkaitan dengan petitum 

yang lain, maka Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah 

mempertimbangkan petitum berikutnya;

Petitum Nomor 2 (Perceraian)

Menimbang,  bahwa  petitum  tentang  perceraian,  Hakim  memberikan

pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Tergugat telah 

dijatuhi pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dan 5 (lima) bulan dan 

menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin, harus mencari nafkah 

sendiri dan Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami 

dengan baik;

Menimbang, telah dilakukan upaya damai untuk merukunkan kembali

Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  memandang  bahwa  dengan

dihukumnya Tergugat dengan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan 5

(lima) bulan, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam

al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah,
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mawaddah wa rahmah, tidak akan bisa diwujudkan lagi oleh kedua belah pihak.

Vonis  pengadilan  yang  diterima  Tergugat  tersebut,  telah  menggoyahkan

keteguhan hati  Penggugat  sehingga tidak dapat  lagi  merajut  kasih bersama

Tergugat dalam membangun mahligai rumah tangga yang bahagia; 

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar’iyyah

dari  Kitab  Ghayatul  Maram hal.  162  yang  selanjutnya  diambil  alih  sebagai

pendapat Majelis sebagai berikut:

Artinya: Dan  apabila  ketidak-sukaan  istri  terhadap  suaminya  sudah

sedemikian  memuncak,  maka  Hakim  boleh  menjatuhkan  talak

suaminya dengan talak satu.

Menimbang,  bahwa  secara  sosiologis  suatu  perkawinan  yang

didalamnya  sudah  ada  kebencian  yang  memuncak,  maka  akan  sulit  untuk

mewujudkan  rumah tangga  bahagia  yang  penuh  rahmah dan  kasih  sayang

seperti  yang  diharapkan  setiap  pasangan  suami  istri,  justru  sebaliknya

mempertahankan perkawinan seperti itu bisa menimbulkan akibat negatif bagi

semua  pihak  dan  mendatangkan  mudharat,  oleh  karena  itu  harus  dicari

kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang

berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Menolak  kesusahan  (madlarat)  itu  harus  didahulukan  (diutamakan)

daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang,  bahwa Majelis  Hakim  sependapat  dengan  pendapat  ahli

hukum  Islam  dalam  kitab  Madza  Hurriyat  Azzauzaini  Fii  ath-thalaq,  Juz  I,

halaman 83 yang diambil  alih oleh Majelis Hakim sebagai  pendapat  sendiri,

yang berbunyi sebagai berikut:
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Artinya:  Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah

dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat

perdamaian  dan  hubungan  suami  istri  menjadi  tanpa  ruh  (hampa)

sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu

suami  isteri  dengan  penjara  yang  berkepanjangan.  Hal  ini  adalah

aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, 

gugatan Penggugat telah terbukti serta tidak melawan hukum dan alasan 

perceraian telah bersesuaianserta telah terpenuhilah sebagaimana yang 

diamanatkan dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 

1975 dan Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alas an bagi

Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) dalam gugatan pekara ini 

dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat terhadap Penggugat 

tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka gugatan Penggugat pada petitum nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Petitum Nomor 3 (Biaya perkara)

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud Pasal 89 Undang-undang 

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat harus 

dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat,  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut 

untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
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3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap 

Penggugat (XXX);

4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara 

sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  persidangan  hakim  tunggal  berdasarkan

Surat  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor

78/KMA/HK.05/4/2022 tanggal 22 April 2022 Tentang Izin Persidangan Dengan

Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Kutacane  pada  hari  Kamis  tanggal  15

Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1445 Hijriah oleh

Ibnu Mujahid, S.H. yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane

sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari  itu juga dalam sidang

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,  dibantu oleh  Bahrun Fuadi,  S.H.

sebagai Panitera Pengganti,  dengan dihadiri  oleh  Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.

Panitera Pengganti Hakim

Dto. Dto.

Bahrun Fuadi, S.H. Ibnu Mujahid, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

2. Biaya  ATK

Perkara

: Rp 80.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp 32.000,-

4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,-

5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,-

6. Biaya Meterai : Rp 10.000,-

Jumlah : Rp 182.000,-

Terbilang : seratus delapan puluh dua ribu rupiah.
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